PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DAN PERSYARATAN BARANG
YANG DAPAT DISIMPAN DALAM SISTEM RESI GUDANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

—_

bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang
dalam mendukung produktivitas, menjaga kualitas dan
stabilitas harga jual serta meningkatkan nilai ekonomi
komoditi agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka di
pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor, perlu
menambahkan kelima jenis barang dimaksud sebagai
barang yang dapat disimpan di gudang dalam
penyelenggaraan sistem resi gudang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan
dalam Sistem Resi Gudang;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5231);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5459);

6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020
tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat
Disimpan dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan
Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
557);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG BARANG
DAN PERSYARATAN BARANG YANG DAPAT DISIMPAN
DALAM SISTEM RESI GUDANG.

Pasal I
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020
tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan
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dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 286) yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan:

a. Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 396); dan

b. Nomor 24 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 557);

diubah sebagai berikut:
Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG terdiri atas:

gabah;

beras;

jagung;

kopi;

kakao;

lada;

karet;

rumput laut;

rotan;

garam;

gambir;

teh;

kopra;

timah;

bawang merah;

ikan;

pala;

ayam karkas beku;

gula kristal putih;

kedelai;

tembakau;

kayu manis;

agar;

karagenan,;

mocaf;

pinang; dan
aa. tapioka.

(2) Perubahan terhadap jenis Barang yang dapat disimpan di
Gudang SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.

(3) Perubahan jenis Barang yang dapat disimpan di Gudang
SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah
daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas, dengan
tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

NG X ELE TP NOTOBErFT IR MO QA0 TP

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

*
BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

<@akumumm§n

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR
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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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